
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 .:uf.,l

Diundangkan di Padang
pada tanggal
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c. I{epaLa Seksi/ Kepa1a Sub Bagian pada OPD pengguna yaiig secara teknis
terkait dengan data ya:rrg a-kan dimanfaatkesi sebaga:. Anggota.

d. Pejabat Fu:ngsional/ Staf 5rang memiliki kompetensi teknis terkait apiikasi
data warehouse sebagai Anggota.

A Peio.laf Frr,ngsional/ Staf yang merniliki kompetensi teknis terkait anaLisis,v. r vJq

pengoiahan dan penyajian data sebagai Anggota.

(2) Khusus pada Sekretariat Daerah, keanggotaan Tim Teknis terdiri dari :

a. Asisten sebagai Ketua.

b. Kepala Biro yang secara teknis terkaii dengan data yang akan dimanfaaikan
sebagai Sekretaris.

. Ketsla Bagian yang secara ieknis terkait dengan data yang akar:.
dimanfaatkan sebagai Anggota.

d. Kepala Sub Bagian yang secara teknis terkait dengan data y.a-ng akan
dimanfaeitkan sebagai Anggota.

e. Pejabat tr'ungsional/ Staf yang rnemiliki kompetensi teknis terkait aplikasi
Cata 'uarehcttse sebagai Anggota.

f. Pejabat FungsionaJ/ Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait analisis,
pengolahan dan penyajian data sebagai Anggota.

(3)Tim Teknis sehragaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggrrngianva'b
kepada Kepaia OPD penggLrna, d.engan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dengan Dinas terkait kebutuhan untuk pemanfaatan
data kependudukan.

b. meiakukan kcordinasi ciengan Dinas mengenai perangkat keras, perangkat
lunak dan jaringan komr.rnikasi data.

c. melakukan koordinasi mengenai substansi/materi data yang diterima dengan
Dinas.

BAB IV
PE I.'{ GE NDALIAN, PEIq GAV,TA SAN, EVALUAS I DAN PELA,DO P.AI\

Pasal 10

a. Gubernur m.elsrlui Dinas melakukan pengendalian, pengawasan dan e'raluasi
terhadap OPD pengguna, setiap 5 (enam) bulan sekali aiau ji.ka sev;akt-ri-t"aktu
,iibutui-ikan.

b. Guberieur melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan eva-luasi
sebagaima:ra dimaksud pada huruf a kepaCa l,ltenten melalui Direk-tur Jend-ei'al
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara insidentil dan herkala setiap 6
{enam) bulan.

BAB \"/...



Pasal 7

Tata cara pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-e1 oleh OPD, sebagai
berikut :

a. Permohonan permintaan iztr. secara tertulis dari pimpinan OPD pengguna
kepada Gubernur;

b. Pemberian izin pemanfaatan oieh GubernLr.r kepada OFD pengguna;

c. Penandatarigarran Peqjar{ian kerjasama antara Kepala Dinas dengan
I{epala/Pimpinan OPD pengguna sebagai tindak la::jut Casi pemberi.an izin
pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. Pembentukan Tim Teknis oleh OPD pengguna yang suciah menandatangani
Perjanjian Keljasama; dan

e. Pemberian hak akses oleh Gubernur berdasarkan permintaan da:'i CPD

i?eil ggiln a. y an.g su-dah rne na-:: d a ta-nga:''i Perj anj ian I{eqj as ama.

Pasal 8

Perjanjian kerjaszrma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit
<aararra# .
!tlt,t!rttat- -

a. Judul Perjanjian Kerja Sama;

b. Nama / Jabatan Pihak yang bekeqjasama;

c. Maksud dan Tujuan;

d. Ruang Lingkup;

e. Hak dan Kewa.jiiban Para Pihak;

f. Jangka VJaktu;

g. Keadaan Memaksa;

h. Berakhirn3ra Pe{anjian;
i. Penyelesaian Perseiisihan;
j. Evaluasi dan Felaporan; dan

k. Penutup.

Pasal 9

(1) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud. dalam Pasai 7 hr:ruf d terd-in
l^*: ,Ltal I .

a. Sekretaris/ Pejabat setingkat Eselon III pada OPD pengguna sebagai Ketua.

b. Kepala Bidang I l{epalaBagian pada OPD pengguna yang secara teknis terkait
denga;r datn yang akan dimanfaatkan sebagai Sekretaris.

c.Kepal.a...



14l

(3)

t4)

Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaaikan
oLeh OPD pengguna un"r-uk kepentingan perr-imlisaii kebi,ia-ka-n di bidang
pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik
1 ^: - -,.^r.r"llrrry 4,.

pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pacla ayat (2j,

dilakukan melalui data warehouse.

Data wqrehouse sebagaimana d.imaksud pada ayat (3), ditempalkan pada Dinas.

Pasal 3

(1) Lingkup pemrrnfaatan data oleh OPD meliputi NIK, Data Kependuduka:r dan
IflP-eL.

(2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data
yang telah dikonlotdasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri,

ir""E bersum'ber dari hasil pela3ranan administrasi kependudukan dengan
*"rrggrrrrakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung
antara tempat pelayanan dengan Data CenterKementerian Dalarn Negeri-

Pasal 4

Peiayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-e1 diia-kukan oleh
Pemeriatah Daerair melalui Dinas.

Pasal 5

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4 berwenang dan
berkew4jiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-ei kepada
OPD pengguna.

BAB III
TATA CARA PEMANFAATAN DAN HAI{ AKSES DATA

Pasa] 6

(1) Gubernu-r memberikan izin pemanfaatan dan hak akses data di tingkat provinsi
kepada Adrnipistratoi' Database pada Dinas dan CPD sebagal peir-gguna.

{2)Izin sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan
pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan OPD pengguna.

i3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum
' 'ditandLhnganil harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepacia Direktorat

Jenderal KJpeldudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 7...



2. Gubernur adedah Gubernur Sumatera Barat.
3. Daerah adala]r Pi'ovinsi Sumatera E.arat.

4. Pemerintah Daerah adaiah Pemerintah Daerah Provinsi SumateraBatat-
5. Organisasi Perangkat Daerah Srang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi SumateraBatat.
6. Dinas adal4h Dinas Fengendalian Fenduduk, Keluarga Berencana,

Kependudukan dan Penc atata-;rr Sipii Provinsi Sumate ta Bar at.

T. PenCuduk adalah Warga Negara Incionesia dan Orang Asing yang bertempat
tinggal di InConesia.

8. Administrasi Kependudukafl adalah rangkaian kegiatan penataan darr
penertiban dalam penerbitan dckumen dan Data Kependudukan melaiui
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengeiolaan Informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaart hasilnya untuk peiayanan pubiik dan
pembangunarr sektor iain.

g. Sistem Inforrnasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK
adalah sistern informasi yan;g memanfaatkxr teknologi informasi dan
kcmurukasi untuk memfb.s:litasi pengeioLaae infcrmasi administra-s'i
kependuciukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.

1O. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan
secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan
perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

1L.Data Kependrrdukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil.

12. Nomor Induk Kependudrrkan, seianjutnya disingkat NIK adalah nomoi- icentitas
PenCuduk yang bersifat unik atau .khas, tunggal dan melekat pada seseorang
yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

13. Kartu Tanda l?enduduk Eiektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Ka-rtu
Tanda Peadu.duk ya?,g dilengkapi cip yang menipaka:i iCen*ita-s resmi
penduduk sebagai bukti diri 5,a11g diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

i4. Gudang Da-ua, selanjutnya disebut Datq Ware?:ouse aciaiah suatu sistem
kompuier untuk mengarsipkan, melakukan query yang komplek dan
menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa
membebani SIAK.

15. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepad.a petugas yang ada
pada Penyelenggtra, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk da.pat mengakses
database kependudukan sesr:ai dengan tzin yang diberikan.

BAB II
I.J N'GKU P PEI\.{AIVFA^,TAIV DAN CAKUPAN PEL,^'YANAN

Pasal 2

Data kependudukan yarrg telah dikonsolidasikan dan
Kementerian flalam Negeri dan diberikan kepada Pemerintali
dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.

dibersihkan oleh
Daerah. d.isimpan

(2)Data...

(11



Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir deirrgan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintairan Daerah (Lernbaran Negara Republik incior:esia
Tahun 2O15 tlomor 58, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Incionesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OOT tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ACG tentang
Administrasi Kepenciiidukan (Lembaran Negara Repubiik
lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Incionesia Nomor 4736) sebagaimana teiah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia
Nomor 102 Tahun 2Ol2 tentattg Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OOZ tentang Pelaksanaan
Uirdang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ai2 Nornor 265, Tambahan I-em.'oe.ra.::. l{egara- Republilr
Indonesia Nomor 5373);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2OLi
tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan
Pengeloiaan Sistem Informasi Adntinistrasi i{ependudukan;

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 6i Tahun 20Ls
tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Ca::a
Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Inciuk
Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda
Penduduk Eiektronik;

7 
ffil?'i:ffiJ;?* -fl',:H'" -,HT::X:fflJX:[Lf #:il
Provin s i Sunr-ate ra B arat ;

8- Peraturan Gr.rbernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2OL6
'uentang KeduCukan, Susunan Organisasi, T\:gas dall Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Daerah;

n rrjar /rT TrTrT Tcr Tz A I\T .MllM.(J I \JLfr\fll\ .

Menetapkan : IIERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA
KEPEN D U D UICAi'{ TI I'.i G KAT PRCVI N S I S U },{ATEF.A B AP..AT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini.vang dimaksud dengan :

i. Ivienteri ariaiah h,ienteri Daiam Negeri.

5.

6.

2.Gubernur...



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan harus dapat dimanfaatkan
untuk kepentingan masyarakat melalui perumusan kebijakan
di bidang pemerintahan dan pembangunan dengan penyajian
dan pendistribusian data kependudukan oleh pernerintah
daerah;

bahwa untuk pemanfaatan data kependudukan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pemanfaatan data
kependudukan dimaksud dengan Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat
Provinsi Sumatera Barat;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor tt2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ftaQ;

Mengingat : 1.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2O13
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a74;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang
Pemerintahan Daerah (krnbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nornor 244, Tambahan lembaran Negara

b.

Republik...


